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Lampiran 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022
Tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu
Batang di Provinsi Jawa Tengah.

* SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONE SIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN INVESTASI MELALU!I PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Menimbang

Mengingat

TERPADU BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

¢ & bahwa dalam rangka perccpatan investasi untuk

mendorong  pertumbuhan ckonomi, menciptakan
lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi
nasional, perlu  melakukan upaya  percepatan
pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di
Provinsl Jawa Tengah yang ramah lingkungan, modern,
terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan;

. bahwa pengembangan Kawasan Industn Terpadu Batang

di Provingi Jawa Tengah scbagaimana dimaksud dalam
hurul n merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional
sebagnimana tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan  Pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional,
schingga perlu melakukan percepatan pembangunan dan
pengelolaannya  guna menank investasi  dan
meningkatkan citra positif Indoncsia sebagal  tuuan
Investasl,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan
Peruturan Presiden tentang Percepatan Investasi Melalui
Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di
Provinsi Jawa Tengah;

: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

MEMUTUSKAN
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Lampiran 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Coordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Mo.004, 2023 KEEMENKO-EKON. Proyek Strategiz Nasiomal
Perubaham.

PEFATUEAN MENTERI KOOREDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
FEEPUELIE INDONESLA
HOMOR &8 TAHUN 2023
TENTANG
FERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEOOFEDINATOR EIDANG
PEREKONOMIAN NOMOE 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR
PROYEE STEATEGIS HASIONAL

DENGAN FAHMAT TUHAN YTANG MAHA ESA

MENTERI KEOORDINATOR BIDANG PEREEONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hacil evaluasi atas usulan Proyek
Strategic Nacional serta wuntuk mengalkomodaci
perlbembangan dan kepastian bulum dalam mendulomg
kelancaran pelakcanasan Proyek Strategic Nacional maloa
diperiulcan perubahan dafiar Proyek Strategic Nasional
sebagaimana tercantum dalam lampiran  Peraturam
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun
Z023 tentamg Perubahan Hetiga atac Peraturan Menterd
Eoordinator Bidang Perelronomian Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Daftar Proyek Stategic Nasional;

b. bahwa berdacarkan pertimbangan cebagaimana dimakzwd
dalam humf a dan untuk melaksanalkan lestentuan Pacal
3 ayat [4) Peratuwran Pemerintah Nomor 42 Tabuan 2021
tentang Kemudahan Proyek Strategiz Naczional dan
ketenduan Paczal 2 ayat [6) Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2020 tentamg Perubahan Ketiga atas Peraturan
Preciden Nomor 3 Takbun 2016 tentang Percepatan
Pelalccanann Proyek Strategic Nasional, perlu menetaploan
Peraturan Menteri Hoordinator Bidang Perelbomomian
tentang Perubahan Essmpat atac Peraturan Menter
Eoordinator Bidang Perslonomian Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Paszal 17 ayat [3) Undang-Undang Dasar Negara Eepublik

Indonesia Tabun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahum 2008 tentang
Eementerinn HNegara ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhumn 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Fepublilk Indonesia Nomor 49 16);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tabun 2021 tentang
Eemudahan Froyek Strategic Nasional (Lembaran Negara
Eepublik Indomesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negam Eepublik Indonesia Nomor 6654);
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Lampiran 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

* | SALINAN

PRESIDEN
HEPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

SK Mo 050197 A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

. bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu

lebih  dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak
Provek Strategis Nasional bagi percepatan
pembungunan, penciptaan  lapangan  Rerja, dan
pemulihan ekonomi nasional;

. babvam  berdasarkan  pertimbangan  sebagalmana

dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

. Pasal 4 ayat (1} Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,

. Peraturan  Presiden Nomor 3 Tahun 2016 entang

Percepatan  Pelaksanaan Provek Strategis  MNaslonal
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2018 tentang Perubahan HKedua atas Peraturan
Presidem Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proorek  Strategis  Masional  [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTLUSEAN:

FERATURAN FRESIDEM TENTANG FERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK
STRATEGIS NASIONAL.

Pasall ...
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Lampiran 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan

Proyek Strategis Nasional.

SALINAN

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMORE 42 TAHUN 2021
TENTANG

KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FREEIDEN REPUBLIK INDONESLA,

Merimbang @ bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 huruf 4, Pasal 26,
Pagal 31, Pasal 36, Pasal 124, Pesal 173, dan Pasal 185
hurul b Undang-Undang Nomor 11 Tehun 2020 entang Cipta
Kerja, perlu menetaplkan Peraturan Pemerintah  tentang
Kemudahan Proyek Steategis Nasional;

Mengingat © 1. Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Nepara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKEAN:

Menetapkan @ PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMUDAHAN PROYER
STRATEGIS NASIONAL.

BABIL. ..
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Lampiran 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

* SALINAN

FRESIDEM
REPUBLIE IMDOMESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR | TAHUN 2022
TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT

Menimbang

DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-dacrah provinel dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah;

. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menunat asas otonomi dan
tugas pembantuan;

. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional

yang efeltif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Megara Fepublil
Indonesia Tahun 1945;

. bahwa sesuai dengan Pasal 184 ayat (2] Undang-Undang

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, hubungan
keuangan, pelayanan umurm, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
bahwa sesual dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperiuan
negara diatur dengan undang-undang;

bahwa Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah perlu  disempurnakan sesuai
dengan  perkembangan  keadasn dan  pelaksanaan
desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
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Lampiran 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Daftar Kegitan Percepatan

Investasi Di Kawasan Industry Terpadu Batang.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN INVESTAS] DI KAWASAN
INDUSTRI TERPADU BATANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER!I KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a4 bahwa percepatan realisasi i di K Industri
Terpadu Batang dxl.uknn-lan selarns dengan kebijukan
pembangunan nasional dan skala prioritas guna
menciptakan pusat kegintan ekonomi baru yang secara

b bahwa untuk mendukung kelancarnn pelaknanaan
realisasi investasi di Kawasan Industrl Terpadu Batang
sebagalmana dimaksud dalam hurufl o, berdasarkan Pasal
29 ayat (l) Peraturan l’fcmdm Nomor 106 Tahun 2022

Percep Inv melalui  Pengembangan
I(m-n Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa
Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat
menetapkan perubahan  daftar  Kegiatan percepatan
investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang setelah
mendapat persetujuan Presiden;

c. bahwa ptnm perubahan daftar kegiatan percepatan
inw Industri Terpadu Batang
acbwhnnnn dnnnknud dalam huruf b memerlukan
payung  hukum dalum bentuk Peraturan  Menteri
Koordinator Bidang Perckonomian schingea daftar

iatan  percepatan  investasi ¢l Kawasan Industri
Terpadu Batang memiliki daya laku dan daya ikat yang
kuat sebagni scuan dalam peroepatan pelaksanaan
investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian
tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi
di Kawasan Industri Terpadu Batang;
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Lampiran 7. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana

Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gringsing Tahun 2023 — 2043.

BLIPATI BATANG
PROVING] JAWA TENGAH

FERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR B TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRINGSING

Menirhang

Mengingat

TAHUN 2023-2043
DENGAN EAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA
BUPATI] BATANG,

ahwa untuk melaksanakan Pasal 535 Avat (50 Peraturan
Permerintal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggarman
Penataan Ruang dan Fasal 9 ayal b)) Peraturan Dasrah
Kabupaten Batang Momor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Tata Fusng Wilayah Habupaten Batang Tahun 2019 - 200349,
perly menstapkan Peraturan Bupst tentang Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gringsing Tahun 20232043,

1. Undang-Undang HNomor 13 Tahunm 1950  tentang
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djewa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
sebapaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentubkan Deerah Tingkat 1] Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  Dalam
Lingkungan FPropinsi Djawa Tengah (Lembamn  Negam
Republk Indomesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesia Bomor 2757):

Z Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatioam
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomaor 2 Tahun 2022
tentang Cipra Kerja |Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Wegams
Republik Indpnesia Nomor &84.1);

X Undang-tndang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan
Dmerah (Lembaran Megama Republix Indenesta Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran .\leg.nra Hepublik Indonesia
Nomor 5587} sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan Pemerintgh  Pengganti | Undang-Undang
Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kera (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tabun 2022 Nemor 236 Tambahan
Lembaran Negara Repuilik ndonesis Nomor G341);

4, Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Hatas Wilayah Keta Madya Daceah Tingkat 11
Felalongan, Kabupaten Duerah Tinghat [ Pohalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkar Il Bstang [Lembaran Negars Republik

1
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